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Keabsahan suatu pernikahan berdasarkan hukun Islam adalah yang memenuhi syarat
dan rukun. Salah satu dari rukun pernikahan adalah adanya wali, dan orang yang menjadi wali
itu juga harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ulama, adanya seorang
wali dalam ijab gabul pernikahan menunjukan sesuatu yang pasti dan berakibat tidak sahnya
suatu akad nikah. Sementara kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah ijab gabul
pernikahan dengan wali yang tidak semestinya di KUA Kec. Kaligondang, dimana dalam kasus
tersebut seorang perempuan yang menikah menggunakan wali ayah biologisnya akan tetapi pada
kenyataannya ia tidak bernasab dengan ayahnya, hal tersebut dikarenakan ia merupakan anak
hasil dari hamil di luar nikah. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti lebih lanjut terkait
penyebab terjadinya akad pernikahan dengan wali yang tidak semestinya dan bagaimana tinjauan
KHI dan fikih munakahat terhadap akad nikah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan
dokumentasi. Kemudian metode analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan
kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa penyebab terjadinya ijab gabul pernikahan dengan
wali yang tidak semestinya adalah ketidaktahuan pihak perempuan bahwa ia anak hasil dari
nikah hamil sehingga ia tidak bernasab dengan ayahnya, orang tua perempuan yang tidak
memberitahu status nasabnya dan tidak ikut andil dalam pengurusan pernikahan termasuk
konfirmasi data yang dibutuhkan dalam pernikahan. Kemudian status pernikahan tersebut
menurut madzhab Hanafiyah hukumnya sah karena wali bukan termasuk rukun nikah.
Sedangkan menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah karena status anak perempuan tersebut
tidak bernasab dengan ayahnya sehingga tidak berhak menjadi wali. Sedangkan pendapat kepala
KUA Kec. Kaligondang merujuk pada pendapat jumhur ulama, sehingga akad pernikahan
tersebut perlu diulang menggunakan wali hakim.
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